BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maupun hasil wawancara serta penelitian

yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang
menyebabkan tercemarnya Sungai Kota Bekasi olen PT Millenium
Laundry menggunakan Penegakan Hukum Administratif dengan cara
memberikan teguran tertulis lalu memberikan sanksi paksaan
pemerintah berupa penyegalan. Hal ini merupakan langkah yang sigap
dan tanggap dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam
melakukan penerapan penegakan hukum. Dengan pemberian sanksi
administratif merupakan instrumen hukum yang paling tepat dalam
penegakan hukum lingkungan. Pasalnya pelaku usaha yang melanggar
langsung tunduk akan hukum yang berlaku tanpa harus mencapai
sanksi pidana lingkungan. Hal ini menjadi suatu catatan khusus
terutama bagi para pelaku usaha untuk dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya sebelum melakukan suatu usaha.

2. Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum
terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin di Kota Bekasi ini adalah
permasalah teknis yang dihadapi oleh pemilik usaha. Dimana
pihaknya harus mengeluarkan sejumlah biaya ataupun anggaran untuk
melakukan perizinan terkait izin IPAL yang baru, karena harus

menggunakan rekomendasi tim teknis dari pihak Dinas Lingkungan
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B. Saran

Hidup Kota Bekasi. Tidak hanya pada perizinnya saja, melainkan pada
proses pembangunan IPAL yang baru juga membutuhkan waktu yang
cukup lama dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Serta
adanya sebuah kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa sehingga

menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi pemilik bangunan.

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil

penelitian, maka Adapun beberapa saran, yaitu:

1. Agar pencemaran terhadap sungai khususnya di Kota Bekasi dapat

diminimalisir pelanggarannya, maka diperlukan suatu tindakan yang
represif oleh pemerintah setempat seperti melakukan pengawasan
terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah dan pelaku
usaha yang melalukan pelanggaran seperti belum memiliki izin.
Maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang
ljin Pembuangan Limbah Cair Di Kota Bekasi kiranya dapat
dipahami terlebih dahulu, khususnya oleh pelaku usaha untuk dapat
mengikuti prosedur-prosedur yang ada sebelum menjalankan
usahanya.

Terhadap terkendala terkait anggaran ataupun biaya Yyang
dikeluarkan untuk pembangunan IPAL yang baru serta izin yang
baru. Pemerintah dapat memberikan dispensasi waktu agar pelaku
usaha dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menjalankan

sanksinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan terhadap pihak
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penyewa untuk lebih dapat mengindahkan sesuai dengan kententuan

yang berlaku dalam bentuk apapun itu alasannya.
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Lampiran

(Tempat IPAL yang semula berada di luar)
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TMAOOY MOFAK

PT. RND Teknologi Indonesia

Lo 10 e za ol and Safety (En5) Consulta

e

HASIL ANALISIS LABORATORIUM

: RND 2002-0067
: PT. Sinergie Warna Megah

: Outlet Loundry
: Air Limbah Titik Koordinat : 506°1956.8" E 106°5824.0
: Bekasi Nomor Lab. : 20020067 -1
: 19 Februari 2020 Waktu Sampling
28,0 | Deviasi2* - % SNI 06-6989.23-2005
pH™" 640 | 60-90 - - SNI 06-6989.11-2004
Warna <0,05 200 0,05 Pt-Co SNI 06-6989.24-2005
Total suspended solids, TSS™ 15 S0 1 mg/L SNI 06-6989.3-2004
Biochemical oxygen demand, BODg 13,83 60 2 mg/L SNI 6989.72:2009
Chemical oxygen demand, COD” 29,66 150 4 mg/L SNI 6989.73:2009
Ammonia, NH;-N 0,23 8 0,012 mg/L SNI 06-6989.30-2005
Sulfida (Sebagai §) 0,004 03 0,001 mg/L SNI 6989.75:2009
Fenol Total <0,1 05 0,1 mg/L SNI 06-6989.21-2004
Krom Total (Cr) 0,04 1 0,03 mg/L SNI 6989.17:2009
Minyak dan Lemak * <3 3 3 mg/L SNI 6989.10:2011
REMARKS :  TQuality f No. P. 1/4/2019 Lompiran il
() Accredited porameter by KAN (ISO/IEC 17025)
LOR = Limit of Reporting
(1) Porameter insitu lapangan
(2) Parameter insitu lab

04 Maret 2020

o 4
TEKNOLOGI NG 24 =SIA

Uci Agustiana
Kepala Laboratorium

PT. RND TEKNOLOGI INDONESIA

Graha RND Komplek Sabar Ganda

Block C No. 9 JI. KSR Dadi Kusmayadi
Cibinong, Bogor - 16914, West Java, Indonesia
Phone/Fax : +6221 8371 3255

Website : www.rndindonesia.com

(Salah satu hasil laporan dari laboratorium)
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